BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Beji

Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul dapat disimpulkan bahwa

penerima tanah hak milik melalui program redistribusi tanah telah

melakukan pendaftaran hak milik atas tanah dan telah memperoleh
sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Sejak -diterbitkan

sertipikat hak milik atas tanah (dari tahun 2000 sampai tahun 2009)

ternyata tidak pernah mendapat keberatan atau gugatan dari pihak lain.

Dengan demikian penerima tanah hak milik melalui program redistribusi

tanah telah memperoleh kepastian dan-perlindungan hukum berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 24.Tahun 1997.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di_atas penulis menyarankan
kepada Panitia Pertimbangan Landreform yaitu :

1.  Agar program redistribusi tanah ini hendaknya bebas dari segala
macam biaya terutama bagi petani yang kurang mampu, karena
masih ada beberapa orang petani yang tidak mampu membayar biaya
pembuatan sertipikat sehingga mereka tidak mendapatkan sertipikat

atas tanah mereka.
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2. Selanjutnya dibentuk Koperasi Unit Desa untuk meningkatkan

perekonomian Desa Beji.

Selain itu pemerin Jaknya dapat mengantipasi hambatan-
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